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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

. -. . . 
NOMOR 5 TAHUN g.OQc'.l 

TENTANG 

RETR.lHUSI PELAY ANAN AD1vllNISTRASI UNTUK MENDAP ATKAN 
DAN ATAU LEGAUSASI NASKAH DINAS 

DENG.AN RAH1v1A T 11.JHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pcfaksanaan pembangunan daerah, 
perlu adanya usaha-usaha peningkatan pf:ndapatan daerah; 

b. bahwa pelayanan administrasi yang diberikan Pemerintah Da"-rah 
mcmpakan jasa yang memberi manfaat bag; orang pribadi atau badan 
yang, berakibat timbulnya pembebanan biaya; 

r:. bahwa untuk maksud tersebut diataB pcrlu c!iatur clan ditetaplcan dengan 
Pcramran Daerah. 

Men&ingat : 1. Undang-un<lang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuk.an Daerah­
<lacrail Kabupatcn Dalanl Li.."lgkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 18 Talum 1997 tentang P,\jalc Daerah drut 
Retribusi Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Rc,,publik Indonesia Nomor 
3685) sebagairnana teJah diubah dengan Undang-und~ Nomor 34 
Tah:.!n 2000 (Lembaran Negara Republilc Indonesia T~.hwi 2000 Nomor 
246 Tambahan Lembaran Negara Republitk Indonesia Nomor 4048); 

3. Cndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Petn(,rintahan Daerah 
(Lembaran Negara Rr,publik · Indonesia Tah\lll 1999 Nomor 60 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3839); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentar1g Retribusi Daerah 
(Lcmb.mm Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
T,unbahan Lembaran Negara Republik Indol!lesi.a Nomor 4139!); 

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tent:ang Tcknik Penyusunan 
Peraturan Perundlng-undangan dan Bentuk Raucangan Undang-undang, 
R.incangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan fusiden; 

6. Keputu'lan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi D.ac:,rah; 

7. Kc:putusan .Mentcri Dalatn Negcrl Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata 
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; • 



8. F'craturan Daerah Kabupv.ten Daerah Tingkat 11 Karang.1.nyar Nomor 
7 Tahun 1990 tentang Penyiilik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
P~merintah .. Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran 
Daerah. ·Kabupaten Daerah Tingkat II K.aranganyar Tahun 1991 
Nomor49). 

Dengan persetujuan 

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKARANGANYAR 

MEMUfl!SKAN : 

Menetapkan: PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG 
RETRIBUSI PELA YANAN AD:i\iflNISTRASI UNTUK 
:MENDAPATKAN DAN ATAV LEGALISASI NASKAH DINAS 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerab. ini yang dimaksud dengau : 

a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar; 

b. Pemerintah Da,~rah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Oonom yang lain s1,:bagai 
Badan Eksekutif Daer ah; 

c. Bupati ada.lah Bupati Karanganyar; 

d Badan adalah suatu bentuk .usah.a yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseman 
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara ,1tau Daerah dengan nama 
dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpu.lan, Finna, Kongs~ Koperas~ Yayasan, 
atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dan.a Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk 
Badan Usaha l.ainnya; 

e. Pejabat atfalah pc:gawai yang d.iberi tugas tertentu di bidang perpajakan claerah dan/atau 
retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

f. Retribusi Jasa Umum ada\ah retribusi atan jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaaum umum. serta dapat dinikmati 
cileh orang pribadi atau hadan; 

g. Retribusi Pdayanan Adminfatrasi untul( mi:ndapatkan clan atau fogalisasi naskah dinas 
yang scl.u1jutuya clisebut retribusi adalah pembayaran atas pcnyediaan. atau pemberian 
pelayanan administrasi kepada orang pribadi atau badan unruk mendapatkan clan atau 
kgalisasi naskah din.as. 

h. Na:,kah di11a.!J adalah isarana adm.inistrasi kedinasan <lat.am bentuk tulisan., g1mbar, 
rekomendnsi dan yang dipersamakan yang beffi'Ujud surat, peraturan atau lainnya yang 
dikelua.rkan dan atau disahkan oleh Pcmerintah Daerah; 

1. Legali,;asi adalah pengesahan kebenaran atas turunan, salinan dan at.au foto copy naskah 
dinas; 
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j. Wajib Ret.dbusi adalah orang pribadi atau badan yang mc.nmut peraturan perundang­
undangan retribusi diwajibkan untulc melal~<an pt:mbayarnn retribusi; 

k. Masa retribusi ad.:ilah•jingka waktu tertentu yang rnerupakan batlls wal.1n bagi wajib 
retribusi untuk memanfaatkan jasa clan perijinan te1tentu dari Pernerintah Daerah; 

L Surat Pcmbcritahuan R~tribusi Dacrah yang se~jutnya aisingkat SP'IRD adalah Surat 
yang dipergunakan okh wajib retribusi untuk melaporkan pcrhitungan dan pembayaran 
retribwii; 

m. Surat K.ctctapa:n Rctribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adala?1 surat 
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribu_~i yang terutang; 

n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dising}cat STRO adalah surat untuk .. 
rnelakukan tagihan rctribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga d.m atau d1.mda; 

o. K.as Daernh adalah Ka~ Pemerintah Kabupatcn Karanganyar. 
I 

BAB II 

NAM.<\, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

PAAal 2 

Dengan nama lfotribusi Pelcyanan Administrasi dipungut rettibusi oebagai pembayaran atas 
penyediaan atau pemberian pelayanan admi.."'listrasi kepada onmg pribadi atau badan 1µ1tuk 
mendapatkan dan atau legzlisasi naskah dina.q oleh Pemetintah Daerah 

Pasal 3 

(1) Objek RetribU!li adalah meliputi : 
a. Penerhitan naskah dinas dari jnstansi Pemerintal1; 
b. Pcngcsahan dan atau lcgalisasi naskah dinas. 

(2) Dikecualikan dati obyd( retribusi adalah: 
a. Surat Kepntusan Pengangkatan, pemberhentian, kenai.kan gaji atau tuajangan bagi . 

pcgawai Pemerintah Daerah atau surat kcputunan lain guna kepentingan 
Pcmerintah Daerah; . 

b. Surnt tanda penghargaan, piagan1 atau lamnya yang diberikan karena tugruJ atau 
jasanya kepada Pemerintah Daerah; 

c. SuraHmrat perjanjian antara nasabah dengan bank. 

Pasal 4 

(1) Subjek Retribusi adafah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan .retribusi. 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas 
pembayaran retribusi. 

BABill 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

ctiibusi sebagajmana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini temusuk golongan Retribusi 
aUmum. 



BAB IV 

CARA, NIENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
.. . .. .. 

Pasal 6 

Tingkal pen~runaan jasa retribusi diukur berclasz.rkan jenis clan jumlah penyediaan atau 
pemberian pelayanan adm.i.nistrnsi. 

BABV 

PRINSIP PENET AP AN STRUK~ruR DAN 
BES ARNY A TAR.IP RETRIBUSI 

Pasal 7 

(1) Prinsip penetapan strnktur drut besarnya tarif retrib11si dimaksudrJUl untul:: menutup 
biaya penyclenggaraan pdayanan dengan tetap mempertimbangkan kemarnpuan clan 
keadilan. 

(2) Biaya sebagaimana dimak-,ud pada ayat (1) pasal nu antara lain biaya 
pcnyelcnggaraan <l;m penycdiaan fasilitas. 

Pasal 8 

Struktur dan bcsamya tarip rctribusi ditetapkan sebagai berikut : 

(1) Besamya tarif reuibusi untuk penerbitan naskah diua.~ dan pengesahan naskah ,1in.a$ 
sebagai berikut : 

No. J enis N askah Dinas Besarnya Tarif Retrihusi 
,-

, Penerbitan Naskah Dinas . Pe;:ngesnhan Naskah Dinas :_ 
Satuan rn.o.2_ S&tuan @I?.:L_ 

1 2 3 4 5 6 ·--
1. Pengesahun ntau penibal1an :tlcta b~rkM S.000 b~rkas S.000 

pendirian anggaran dasar 
koperasi 

2. Penerbitan Surdt Pc:nilaian let:ibar S.000 - . 
Klosifikasi Kopern~i 

--
3. Penerbitan Rekomendasi atas lembar 0,1 % dari - . 

' Pengajuan Kredit Usaha pengajuan 
pinjaman 

---- --
4. Surat t.mdu buk1:i pelnporon Iembar 25.000 - . 

mengenai kelnhiran, perkawi11an, 
perceroian, kcmatian mclcbihi 
jangka waktu 1 (satu) tahun 
s~jak bersangkutan kembali ke 
Indonesia 

·-s. Surat Keterrmgan bul..1i diri begi lembar 25.000 - -
WNI ketumnan 
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6. Surat keterru,gan WNA untuk lembar 100.000 . . 
mcngunu; lempat tinggal 
scrnent.am 

.•. -7. Rekomendasi Izin pend.irian berkas 5.000 . . 
om1a:;/LSM 

-- ·- - -·-- --·------- ---------
8. Rekomencfosi ijin KKN, kiset, lembar 10.000 - -

Penelitian ,survey sel.u.in 
mahasiswa dan pdajar 

- ·-. 
9. Ijin KK.N lembar 10.000 . -

·--
10. Ijin xic;et lernbar 5.000 - -

-
11. Penclitian/ survey lembar 5.000 . . 

12. Pelayanan data berkas 5.000 . . 

·-
13. Rekomenda[,i ijin tenaga kerja lembar 50.000 . 

esing 
I 

·-·--·- - - -----· ·------ ---·- --- ----. --
14. Pengesah1111 SHIP cahan6 atau . . lembar 25.000 

pe1woki1an 

--
15. Surat htera.ng'dn penyirnprn:m - - lembar 2.000 

barang 

16. Surat Ijin Pwetujuan ijin usaha lembar 15.000 . -
prinsip industri 

,___ --
17. Rekornendasi pengesah,u1 site 

plan pem:llu1gumm perumahan : 
Tipe 21 Unit 1.000 .. -
Tipe 36 Unit 2.000 - -
Tipe 45 Unit 3.000 - -
Tipe > 4.S Unit 4.000 - -

·---
18. ljin penghunian rnmah nega.ra berkas 25.000 . -

19. ljin pemakuian nsset daerah berkas 20.000 . -

20. Swut kctero.:-igun /rckornenc!n:;i : 
- Tingkal kelurahan lemba.r 500 . - -.. Tingkat Keoamatan lembar 2.000 . -
- Tingkat J..:abupatcn lembar 5.000 - -

21. Pt>.nerbitan Kartu Keluarga lembar 2.000 - -

22. Surat Keputt1san Izin Lokasi 
untuk 
.. PMA Berkas 100.000 -· . -
- PMDN dengan fasilitns · Berk.as 50.000 - -
- PMDN non fasilitas Berkns 25.000 - , -. 

·-
23. Rekomcndasi Izin trayek berkas 20.000 - . -

·- --· 



(3) Setiap pc1mohonan legalisasi naskah dinas yang dikehiarkan Pem~rinroh Kabupatc-.n 
Karanganyar dipungut retribusi sebesar Rp. 500,- / lemb2'r. 

BAB VI 

WILAYAHPEMUNGUTAN 

Pasal 9 

Retnbusi temtang diptmgu.t di Wilay].h, Daerah. 

BAB VII 

SAA T RETRIBUSI TERUT ANG 

Pasal 10 

Saat Retribusi terutang adafah saat ditetapkan SK.RD atau. dokwneu lain yang 
I. dipersarnakan. 

I 

DAB VIlI 

TATACARAPEMUNGUfAN 

(1) PemW1gUtan Retribusi tidak dapat diborongkan . 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

BAB IX 

SANK.SI ADMINISTRASI 

Pasal 12 

Dalarn hal wajib retribusi tidak membayar pada waktu yang ditetapkan atau kurang 
membayar dikenakan i.:anksi ad.mini,;trasi bernpa bunga sebcsar 2% (dua persen) perbulan 
dari rntxibusi t~mtang atau kmang dibayar dau ditagih dengan menggunakan S11ZD. 

BABX 

TATACARAPEMBAYARAN 

Pas.:J 13 

(1) Bupati. mcnetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retdbusi terutang 
paling lama 30 (ti.ga puluh) hari 'Jetelah saat terutang. 

Paraf:T 



I 

I 

(2) Pembayaran rctribusi dil.akukan di K.as Dacrah atau tempat lain yang dituajuk ses:Jai 
wak'tU yang dite_ntu_kpt\ d.c.mgan menggunakan SK.RD, SKRD Jabatan dan SK.RD 
Tambanan at.1u dolmm~n win yang ctipersamakan. 

(3) Dalam hal pcmbayaran clibl:ukan di tcmp,d lain yang ditunjuk, maka basil pencrimaan 
retribusi hams disdor ke Y..ai Daerah selamhat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam 
waktu yang clitcntukan oleh Bupati. 

(4) Apabila pcmlniyaran rctribusi sctclah lewat waktu yang telah ditcntukan se.bagaimana 
dirnaksud ayat (l) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administratifberupa bunga sebesar 
2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD. · 

Pasal 14 

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai. 

(2) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksnd ayat (1) Paaal ini ditet;ipkan oleh 
Bupati. 

Pasal 15 

(1) Pembayaran Rcttibusi sebagainuna dimaksud Pasal 14 ayat (1) Pe-raturan Daeral, 
ini diberikan tanda bukti pembayaran. 

(2) Bentuk dan ifji bukti pembayaran retribusi ditetapkan okh Bupati. 

BAB XI ,. 
TAT A CARA PENAGlli.AN 

Pasal 16 

(1) Surat Teguran atau Peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi terhut.'.lng 
dikeluarkan segera setelah '7 (tujuh) hari sejakjatuh ttmtpo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setdah tangga1 Surat Teguran atau Peringatal\ 
wajib retribusi harns melunasi retribusi t.erhutang. 

BAB XII 

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN 
DAN PEMBEBASAN RETRIDUSI 

Pasal 17 

(1) Bupati dapat mcmbcrik.m pcngurangan, keringanan clan pembebasan retlibuai. 

(2) Tata cara pcmberian pengurangan, keringanan dan pembcbasan retrib1.isi sebagaimana 
dimaksud ayat (1) Pasal ini uitetapkan oleh Bupati. 
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BABXill 

KETENTIJAN PIDANA 

Pasal 18 

(1) Wajib rctr:ibus~ ya;1g ti<lak rhclaksanakan kewajibannya sehingga mcrogikan kcuangan 
daerah di.an:am pidana kumngan paling lama 6 (ena.m) lmla.n atau denda paling 
banya.k 4 ( empat) kali jumlah retribusi terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana d.i.maksud ayat (1) Pasal ini adalal1 pelanggaran. 

BAB XIV 

PENYIDIKAN 

Pasal 19 

(1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerinbh Daerah diberi wewenang 
sebagai penyidik untuk mehlukan penyiclikan tindalc pidana di bidang rctribusi daerah. 

(2) Wewenang renyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ad.alah: 

a. menerima, mencari, mengumputkan dan mencliti. k~terangan atau laporm 
bcrkcnaan dcngan tindak pidana di bidang retribusi daerah agM ketc..-ra~,n a6u 
laporan terse but menja<li lengkap clan jelas; 1 

b. meneltti, mencari clan mengumpulkan keterangan mengenai orang priba<li atau 
badan tcntang kcbcriaran pcrbuatm yang dilakukan sehubungan dcngan tindak 
pidana ret1i.bu.'ii daerah tersebut; 

, .. 
c. memi.nta ketenmgan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badar.i sehubungan 

dcngan tindc'k pidana di bidang rctribusi; · 

d. meme1iksa buku-buk'U, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di hidang retribusi daerah; 

e. mela\a1kan penggdeuahan untuk menclapatkan hahan hukti pembukua.i.1, 
pencatatan dan dok-umcn -dokumen lain serta melakuka.11 penyitaan terhadap 
bahan hukti terseb:ut; 

f. meminta hantlL'ln tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyiclikan tindak 
pida.na di bidaug retlibusi daerah; 

g. menyuruh bcrh~nti, melarang sesc(>rang meningga!kan ruangan atau tempat pada 
saat pemeriksa,m seda-ng hertangJ1ung dan memetiksa identitas orang clan a.tau 
dokumen yang dibawa sebagaimana climaksud huruf e sl}'at ini; 

h. memolrcl scs,:orang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 

j. menghcntikan penyidikar1; 

k. mel.akuka11 tindakan fain yang perlu unruk kelancaran penyidikan tindak pi.daru di 
bidang retribusi cfaeral1 menurut hukum yang dapat dipc:rtanggungjawabkan. 

Paraj:_
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BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Hal-hal yang belwn diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih laajut oleh Bupati 
sepanjang mengcnai pelaksanaannya. 

Pasal 21 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang.gal diundanglc.an. 

Agar Retfap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daer~1 
ini dengan penempatannya dalam Lembatan Daeral1 Kabupaten Karanganyar. 

Diunda Karanganyar 
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PENJELASAN 

PERA TURAN DAERAH KABUP ATEN KAR.ANG ANY AR 

NOMOR 6 T AHUN 2002 

ruNTANG 

RETR.IBUS! PELAY ANAN ADlvIINISTRASI UNfUK :MENDAP ATKAN DAN 
ATAU LEGALISASI NASKAH DINAS 

I. PENJEL.<\SAN UMUM 

Dalam rangka penyesuaian dengan Vndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah khususnya menya-,glmt pungutan pajnk dan l'f;)tribusi 

d.,erah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor ·34 Tahun 2000 tentang 

Perubaha.n atas Undang-uudang Nomor 18 T"hun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah clan Peraturan Pemerintah Nornor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah. Dengan adanya ketentuan perundang-undangan barn tersebut dilmrapkan 

daerah dapal rru~netapkan retribusi daerah kbih optimal sesuai dengan pedoman 

ketentuan peratr,ran perundang-undangan yang berlaku. Berdasar\can. ketentuan 

perun<lang-lm<l,mgan yang baru ini Kabnpaten/Kola <lapat menetapkan retribusi sesuai 

kewenangan otonom. ,.. . 

Pemeri.ntah Kabupaten Karanganyar memandang terhadap perubahan 

peraturan dibidang pungutan retribusi daerah ini sebagai peluang untuk 

mcningkat.kan pcndapatan daerah yang harus segera di tangkap unruk d{ jabarkan dan 

dilaksanakan daL.un pembuatan kebijakau publik. Pembuat.m Peraturan Da:rah yang 

mengatur tentang Pelayanan Adm.inic;trasi untuk Mendapatkan Dan Atau Legalisasi 

Naskah Dinas adafah merupakan salah satu peluang untuk menggaH. potensi 

pendapatan ci'.acrah sesuai kewcnangan daerah otonom, sehingga cliharapkan dapat 

mendul'Ul1g kemampuan Pemerintah Kabupaten Karang2nyar dalam mengembangkan 

dirinya mmenuju kearah mandiri dalam membiayai urusan rumcl.1 tangga daerah. 

Untuk mernherikan dasar hu.1<umnya perlu clitctapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

IL PENJELASAN PASAL DE:\11 PA8AL. 

Pasal l 

Pasal 2 

Pasal 3 

Cukupjefas 

Cukupjelas 

Cukupjelas 
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Pasal 4 

Pasal 5 

Pasal 6 

Pasal 7 

Cukupjelas 

Culupjclas 

Cukupjelas 

Yang climaksud dengan tidak boleh dibor.ongkan 
ad.11ah bahwa seluruh proses kegiatan 
pemw1gutan retribURi tidak. dapat diserahkan 
kepada pihak ketiga. Namun dalmn pengertian 
ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak 
holeh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan 
sangat selektif da1am pemungut.m Perda 
retribus~ Pemerrinfuh Daerah dapat mengajak 
bekerjasama denga11 badan-badan tertentu yang 
karena profesionali.smenya layak dipercaya untuk 
ilmt melaksanabn sebagian tu.gas pemungutan 
retribusi secara lcbih efisien. Kegiatan 
pemungutan retribn.cii yang tidak dapat 
dikerjasamakan dengrut pil1ak ketiga adalah 
kegiatan penghittmgan besarnya ' retribusi 
terutang, penga.w.:.sa..11 penyetoran retribusi dan 
penagihan ret:ribusi. 

Pasal 8 ayat (1} angka 1 s/d 7 

angka 8 

Cukupjelas 

Yang <likenakan retdbusi adalah insta11.si/ 
lembaganya. 

Pasal 9 

Pasal 10 

Pasal 11 

Pasal 12 

Pasal 13 

Pasal 14 

Past:J 15 

Pasal 16 

ayat (2) 

angka 9 Yang dikenakan. rctribusi adalah instansi/ 
lembaganya. 

angka 10 s/d 18 : Cukup jela11 

angka 19 Yang dim.?.ksud Rum..1!1 Negara ada1m b?.ngunan 
yang dimiliki Negara berfongsi sebagai tempat 
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan 
keluarga serta menu~jang pelaksanaan tugas 
pejabat clan / atau Pegawai Negeri. 

angka 20 Aset Daerah yang dimaksud adalah aset Daerah 
bukan barang bergerak dan dipergunakan pihak 
ke tiga didahului dengan perjattjian. 

angka 2ls/d 23 Cukup je!as 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

Culmpjelas 

Cukupjefa~ 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

-• T 



Pa1al l 7 Cukupjelas 

Pai;aI 18 Cukupjclas 

Pasru 19 . . . . CukupjeJas 

P~20 Cukupjelas 

Pasal 21 Culrupjefas 

!' .. 

i 

... ,, . 


